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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN  

1. Pengaturan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden dan 

wakil presiden memiliki peran penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia 

untuk mendorong efektivitas pemerintahan, menyederhanakan sistem 

kepartaian, dan mencegah fragmentasi politik yang berlebihan. Presidential 

threshold awalnya dimaksudkan untuk memastikan bahwa calon presiden dan 

wakil presiden yang diusung memiliki dukungan politik yang cukup signifikan 

di parlemen, sehingga apabila terpilih, mereka memiliki modal politik yang kuat 

untuk menjalankan pemerintahan. Namun, dalam praktiknya, ketentuan ini 

sering dipandang membatasi hak konstitusional warga negara dan partai politik 

dalam mengajukan calon, serta berpotensi menciptakan dominasi partai besar 

dan menghambat munculnya alternatif kepemimpinan nasional yang lebih 

beragam. 

2. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, Mahkamah 

mempertimbangkan bahwa ambang batas pencalonan presiden dan wakil 

presiden (presidential threshold) telah menimbulkan pembatasan yang tidak 

proporsional terhadap hak partai politik dan gabungan partai politik dalam 

mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Mahkamah menilai 

bahwa pengaturan tersebut tidak lagi relevan dalam sistem pemilu serentak 

yang berlaku saat ini, di mana 
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pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dilakukan pada waktu yang sama. 

Mahkamah menegaskan bahwa pengajuan pasangan calon presiden seharusnya 

tidak dibatasi oleh perolehan suara partai dalam pemilu sebelumnya, karena hal 

tersebut bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan keadilan electoral, 

serta dapat menghambat regenerasi kepemimpinan nasional. Oleh karena itu, 

Mahkamah menyatakan bahwa presidential threshold inkonstitusional dan 

tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 

3. Penghapusan presidential threshold membawa implikasi hukum yang 

signifikan terhadap sistem pemilu presiden dan wakil presiden ke depan. 

Pertama, penghapusan ini membuka ruang demokrasi yang lebih luas dengan 

memberi kesempatan kepada lebih banyak partai politik atau gabungan partai 

untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, tanpa harus 

dibatasi oleh perolehan kursi atau suara tertentu di parlemen. Kedua, hal ini 

memperkuat prinsip kedaulatan rakyat, karena rakyat memiliki pilihan yang 

lebih beragam dalam menentukan pemimpin nasional. Ketiga, implikasi teknis 

dari penghapusan ini juga menuntut penyesuaian terhadap undang-undang 

pemilu, khususnya penghapusan pasal-pasal terkait ambang batas dalam UU 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.  
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B. SARAN  

       Sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-

XXII/2024, disarankan agar DPR dan pemerintah segera merevisi Undang-

Undang Pemilu guna menyesuaikan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan 

memperkuat sistem pencalonan yang lebih inklusif dan adil, misalnya dengan 

membuka jalur pencalonan alternatif berbasis dukungan masyarakat yang 

terverifikasi. Partai politik perlu melakukan reformasi internal untuk 

meningkatkan kualitas kaderisasi dan membuka proses seleksi calon secara 

demokratis, sementara penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu harus 

meningkatkan kapasitas teknis dan pengawasan dalam menghadapi 

kompleksitas pemilu tanpa ambang batas. Selain itu, peningkatan literasi 

politik masyarakat sangat penting agar pemilih dapat berpartisipasi secara aktif 

dan cerdas dalam proses demokrasi, serta memastikan bahwa reformasi sistem 

pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat dan memperkuat kualitas 

demokrasi Indonesia. 
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